PENCAIRAN DANA DESA ALAMI KETERLAMBATAN
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Aparat Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengakui pencairan dana desa
mengalami keterlambatan akibat masing-masing kepala desa belum melengkapi persyaratan
yang diperlukan.

"Padahal seharusnya akhir Maret 2016 dana desa sudah dapat dicairkan," kata Kepala
Bidang Pembangunan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan
Desa (BPM-PPD) Pemkab Tangerang Tifna Purnama di Tangerang, Rabu.
Tifna mengatakan akibat keterlambatan pencairan menyebabkan dana desa tersebut mengendap
pada rekening Pemkab Tangerang. Menurut dia bahwa dari 438 desa yang ada di Kabupaten
Tangerang maka sebanyak 243 desa terlambat mencairkan dana itu.

Keterlambatan pencairan dana karena para kepala desa telat melaporkan
pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Desa
(RAPBDes)".

Pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 250 miliar untuk dana desa di
Kabupaten Tangerang dan Rp 186 miliar merupakan transfer. Namun selebihnya adalah berasal
dari APBD Kabupaten Tangerang dan dana bagi hasil pajak serta retribusi dari wilayah masing-
masing.

Belakangan ini terdapat sekitar 150 perangkat desa yang sering meminta petunjuk kepada
petugas BPM-PPD  untuk  melengkapi  persyaratan  pencairan dana  desa.
Untuk pengunaan dana desa, maka masing-masing kepala desa harus memenuhi perencanaan

keuangan serta konstruksi yang digunakan dalam proyek akan dibangun. Bahkan kepala desa




juga diharuskan membuat bestek, Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar rencana
pembangunan.

Ia mengatakan bagi kepala desa yang mengalami kesulitan dalam perencanaan tersebut
maka perlu ada tenaga pendamping. Ia mengatakan penggunaan dana desa tentu harus sesuai
peruntukan karena dapat diaudit oleh BPK dan pengawas internal inspektorat setempat. Bagi
kepala desa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dapat diseret ke

pengadilan.

Catatan Berita

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1
Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tenang Desa jo. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 jo. Pasal 1 Angka 2 Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016.

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa, yang alokasinya merupakan bagian
dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 72
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Desa tersebut menyebutkan
bahwa alokasi dana Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD) dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap
kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian,

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyebutkan bahwa Dana Desa
disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap tahun anggaran.




Sedangkan Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah
Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Penyampaian APBDesa kepada
Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan Maret.

Selain itu dalam penyaluran dana desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi perlu menetapkan prioritas penggunaan dana desa pada setiap tahun anggaran, yang
ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulai tahun anggaran, hal ini merupakan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8§
Tahun 2016.
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' BPM-PPD adalah Bidang Pembangunan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan
Desa, merupakan satuan kerja yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/Walikota, serta memiliki tugas utama adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat
dan daerah (Kabupaten/Kota), pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara umum,
dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta
penanganan pengaduan dan masalah terkait hal tersebut, hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 13
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

" Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah perencanaan keuangan tahunan Pemerintah Desa,
sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.




